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PENDAHULUAN

Palembang memiliki berbagai fasilitas publik, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah,
dan universitas. Namun, seperti kota besar lainya palembang juga menghadapi berbagai tantangan,
seperti masalah infrastruktur, kemacetan, sampah, dan kesenjangan sosial. Untuk mengatasi masalah ini,
partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kota sangat diperlukan, Maka sesuai dengan peraturan
daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 di bentuklah lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK).

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang di
bentuk oleh masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat yang di fasilitasi pemerintah melalui
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musyawarah aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) merupakan salah satu alat penting dalam upaya pemberdayaan
masyarakat di tingkat kelurahan. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) berfungsi
sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, serta berperan dalam pengembangan potensi
masyarakat di kelurahan. Keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK)
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat daya
tampung sosial dan ekonomi masyarakat.

Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan
meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa kegiatan kelurahan.
Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan
khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi atas proyek-proyek
pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana yang ada di Kelurahan
(Muhmmad Juli et al, 2015). Program pembangunan kelurahan dapat menjadi salah satu upaya
memajukan suatu kelurahan baik dalam masyarakat ataupun pemerintah.

Pada peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa
dan lembaga adat desa turun pada peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan
lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) yang mana di atur pada pasal 4 ayat 2 lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) merupakan mitra pemerintah kelurahan.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) juga memiliki tugas yang sebagaimana
telah diatur dalam peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) pada pasal 5 berbunyi:

1. melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan,

2. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan

3. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

Pelaksanaan tugasnya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) mengusulkan program

dan kegiatan kepada pemerintah kelurahan. Tujuannya untuk meningkatkan daya masyarakat dalam

kesejahteraan kelurahan.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) juga memiliki fungsi yang dimana telah di atur

dalam peraturan daerah (perda) nomor 4 tahun 2019 ayat 6 yang berbunyi:

1. menampungan dan menyaluran aspirasi masyarakat

2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat
kelurahan

4. Menyusun rencana, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partsipasi, swadaya serta gotong
royong masyarakat

5. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat
kelurahan (LPMK) bisa menjadi faktor kurang maksimalnnya dalam pemberdayaan masyarakat. hal ini
didasarkan ketidaktahuan masyarakat terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).
Implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1
kecamatan ilir timur I kota palembang menjadi sangat relevan, memperhatikan masih banyaknya
ketidaktahuan masyarakat pada lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di wilayah 20
ilir D.1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah penduduk dari Rt 001 sampai 040 (per kk) yang mengetahui dan tidak mengetahui
LPMK di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang
Jumlah penduduk (per kk) Mengetahui Tidak mengetahui

Tahun RT 001 - 040 RT 001-040  RT 001-040  rersentase
2022 2025 204 2721
2023 3332 371 2061 81,86%
2024 3110 560 2550 50.94%

Sumber: ketua LPMK
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Data diatas menunjukan pada tahun 2022 sampai dengan 2023 ada peningkatan sebesar 81,86%
pada penduduk (per kk) mengetahui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dan pada
tahun 2023 sampai dengan 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 50,94% pada penduduk (per kk)
mengetahui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), akan tetapi jumlah penduduk (per
kk) yang tidak mengetahui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) juga masih sangat
banyak. Pada data di atas tahun 2022 sebanyak 2721 kk yang tidak mengetahui lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) dan tahun 2023 mengalami penaikan jumlah penduduk (per kk) sebanyak
3332 kk yang dimana menyebabkan kenaikan angka tidak mengetahui masyarakat pada lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) sebanyak 2961 kk. Kemudian tahun 2024 penduduk (per
kk) mengalami penurunan sebanyak 3110 kk dan jumlah masyarakat yang tidak mengetahui pun ikut
turun sebanyak 2550 kk.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang akan menghasilkan deskripsi data secara
tertulis. Hal ini menunjukan bahwa data yang diteliti bersifat deskriptif dan bukan numerik, seperti
dalam penelitian kuantitatif.

Penelitian ini akan mempelajari pemerintahan kota palembang, khususnya di bagian lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota
Palembang yang menangani dalam hal membantu pemberdayaan pembangunan kelurahan. Tujuan dari
penelitian ini untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. informan penelitian lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota
palembang yaitu Lurah, Kasi. Pemberdayaan masyarakat, ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat
dan masyarakat.

Prosedur yang digunakan yaitu Wawancara merupakan proses komunikasi dipasangkan dengan
tujuan serius yang sudah ditentukan untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Zuhri
Abdussamad (2021:143), Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang
diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti
daftar catatan dan alat perekam elektronik, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan (Dewi
Sadiah 2015: 87), peneliti menggunakan literatur berupa buku yang digunakan untuk mengambil teori
implementasi kebijakan, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, serta menggunakan dokumen-
dokumen atau penelitian yang sudah ada seperti jurnal dan skripsi untuk memenuhi keperluan penelitian.
Menurut sugiyono (2018:476) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data
dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta
keterangan yang dapat mendukung penelitian. instrumen penelitian berupa wawancara, observasi dan
alat rekam.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan model Miles and Huberman.
Menurut Miles and Huberman dalam buku Zuchri Abdussamad (2021: 160) mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van mater dan Van horn
yang disebut dengan A model of The policy Implementations. Menurut Van meter dan Van horn ada
enam variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Keenam
variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para
pelaksana, komunikasi antar pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, politik.teori tersebut digunakan
untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan publik khususnya untuk menukur
keberhasilan implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).

Ukuran dan Tujuan

Berdasarkan hasil analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh maka hasil penelitian di atas
untuk dimensi ukuran dan tujuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ukuran dan tujuan dari implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang adalah mengukur sejauhmana
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keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK). lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20
ilir D.1 sudah cukup maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPMK) diatas menjelaskan tugas dan fungsinya sebagaimana kejelasan pada implementasi
kebijakan. Peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 pada pasal 5 dan pasal 6 tersebut belum
sepenuhnya terealisasikan, karena keterbatasan anggaran yang ada di lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1. Namun, lembaga pemberdayaan masyarakat
kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 tetap memaksimalkan salah satu kegiatan mentoring
himbauan masalah parkir liar di wilayah kelurahan 20 ilir D.1

Berdasarkan hasil dari mentoring himbauan masalah parkir liar di wilayah kelurahan 20 ilir d.1
ialah setiap bulan pihak kelurahan akan melakukan mentoring terkait masalah parkir liar di wilayah
kelurahan 20 ilir D.1 yang akan bekerja sama dengan bhabinkamtibmas dan babinsa agar seluruh
wilayah di kelurahan 20 ilir D.1 tidak terjadinya kemacatan yang bisa menghambat aktifitas masyarakat.

Kosistensi merupakan kondisi dimana terdapat kesesuaian antara perkataan dengan tindakan.
Konsistensi juga suatu ketetapan dan kemantapan dalam bersikap atau bertindak maupun selalu sesuai
antara perbuatan dan ucapan.

Pada peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) pasal 6 yang dimana lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) selalu konsistensi dalam melaksanakan fungsi nya. Berikut adalah salah satu kegiatan
musrembang yang di hadiri oleh lurah, LPMK, ketua RT/RW, ketua PKK dijelaskan pada gambar di
bawah ini:

< gy T : -
Gambar 1. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan 20 ilir D.1 tahun 2025
Sumber: hasil dokumentasi lapangan dari Ketua LPMK 12 februari 2025

Penjelasan hasil musrembang tahun 2025 pada gambar di atas ialah pertama, usulan perbaikan
jalan dari rt 37, rt 39, rt 36, rt 09, rt 10, dan rt 11. Kedua, usulan rehab saluran air rt 01, rt 02, rt 03, rt
04, rt 10 dan rt 11. Ketiga, rehab pos kamling rt 04. Berdasarkan hasil musrembang tahun 2025 di atas
merupakan kumpulan-kumpulan hasil dari aspirasi masyarakat di kelurahan 20 ilir D.1 dalam lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1. Namun, hasil dari musrembang
tersebut baru termasuk usulan dan belum terlaksana karena anggaran dari usulan tersebut belum turun
yang mengakibatkan belum terlaksananya sampai sekarang.

Selain musrembang adapun kegiatan kegiatan lain yang dilakukan lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 yang mendukung rutinitas dalam melakukan
pemberdayaan masyarakat yang akan di tampilkan pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2. Kegiatan rutin lembaga pemberdayana masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1
No Kegiatan Rutin Keterangan
1 Gotong royong membersihkan lingkungan di
setiap RT

2 Arisan bulanan LPMK

Kegiatan dilaksanakan setiap hari jumat

Setiap bulan akan digelar arisan di rumah
pengurus LPMK
Arisan kurban idul adha yang di ikuti setiap
RT

4  Musrembang Kegiatan ini dilakukan setiap awal tahun
Sumber:dari laporan LPMK diolah oleh peneliti

3 Kegiatan ini dilakukan pada lebaran idul adha

Keterbatasan angggaran tidak menjadi penghalang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat
mengetahui hasil yang diperoleh dan apa yang harus di persiapkan untuk evaluasi kekurangan yang
didapat agar untuk pelaksanaan implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) selanjutnya mendapatkan hasil yang optimal dari sebelumnya.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan
sumber daya yang ada. Sumber daya manusia menjadi elemen paling penting dalam menentukan
suksesnya proses implementasi tersebut. Setiap tahap dalam keseluruhan proses implementasi
memerlukan kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang
diamanatkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, apabila kompetensi dan kapabilitas sumber
daya ini minim atau bahkan tidak ada, maka pelaksanaan kebijakan publik akan menghadapi banyak
kendala dan akan sulit untuk dijalankan dengan efektif.

Sumber daya manusia internal lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di
kelurahan 20 ilir D.1 terbilang mencukupi dikarenakan memiliki 1 ketua, 1 sekretatis, 1 bendahara, dan
9 bidang lain yang memiliki tugas dan fungsi masing masing. Namun, dari 9 bidang tersebut belum
secara maksimal dalam membantu Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam
hal menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana pada peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019
tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), diakibatkan karena faktor
keterbatasan anggaran yang belum mencukupi untuk melakukan tugas dan fungsi. Namun, mereka tetap
melakukan semaksimal mungkin dalam membantu ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) melakukan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 20 ilir D.1.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam melihat karakteristik organisasi pelaksana seperti yang dinyatakan oleh Van meter dan
Van horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari jobdesk yang telah di atur pada peraturan daerah nomor
4 tahun 2019 tentang pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).

Karakteristik agen pelaksana menjadi fokus penting dalam kinerja implementasi kebijakan publik,
karena kualitas implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat yang tepat dan sesuai dengan para agen
tersebut. Jika diumpamakan, implementasi kebijakan publik yang bertujuan untuk mengubah perilaku
atau tindakan manusia secara signifikan memerlukan agen pelaksana yang memiliki karakter tegas dan
disiplin dalam mengikuti aturan serta sanksi hukum. Sebaliknya, apabila kebijakan yang diterapkan tidak
terlalu mengubah perilaku dasar manusia, agen pelaksana yang ditunjuk bisa jadi tidak sekeras dan
seketat dalam menghadapi situasi tersebut. Selain itu, faktor cakupan atau luas wilayah implementasi
kebijakan juga perlu dipertimbangkan saat menentukan agen pelaksana.

Jobdesk merupakan paparan lengkap tentang tugas tugas yang harus dilakukan oleh seorang
pemegang jabatan untuk menghasilkan pekerjaan tertentu dalam kondisi tertentu. Uraian tugas harus
ditulis secara singkat, jelas, dan berurutan, mulai dari tugas paling berat hingga tugas paling ringan.

Jobdeck pada implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang ialah sebagaimana
dijelaskan pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3. Jobdeck lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1
sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019

Jabatan Tugas Fungsi

a. Melaksanakan koordinasi
terhadapat seksi.

b. Memimpin dan mengendalikan
semua kegiatan LPMK.

¢. Membina KPMK sebagai tenaga
penggerak pembangunan yang
dinamis.

a. Melaksanakan tugas dan fungsi
ketua apabila ketua berhalangan.

b. Melaksanakan tugas tertentu
yang di berikan oleh ketua.

c. Melaksanakan koordinasi
terhadap:

1. Ketua bidang agama,
pendidikan, sosial budaya dan
pariwisata.

2. Ketua bidang organisasi
kelembagaan.

3. Ketua bidang adat, keamanan
dan ketertiban masyarakat.

4. Ketua bidang peningkatan
sumber daya manusia.

5. Ketua bidang pemberdayaan
ekonomi dan produk unggulan
masyarakat.

6. Ketua bidang penelitian dan
perencanaan pembangunan.

7. Ketua bidang kesehatan dan
lingkungan hidup.

8. Ketua bidang kesenian,
pemuda,dan olahraga.

9. Ketua bidang komunikasi,
media dan informasi.

a. Menyelenggarakan administrasi
surat-menyurat, kearsipan dan
pendataan.

b. Menyusunkan rencana dan
laporan yang berasal dari seluruh
bidang.

c. Melaksanakan tugas-tugas
tertentu yang diberikan oleh
ketua.

d. Melaksanakan tugas ketua, wakil
ketua bilamana semuanya
berhalangan.

a. Menyelenggarakan pembukuan,

penyusunan laporan keuangan

dan penyimpanan uang.

Mengadakan pencatatan swadaya

gotong royong masyarakat dalam

Ketua mempunyai tugas sebagai pimpunan

Ketua dan penanggung jawab LPMK

Wakil ketua mempunyai tugas membantu
ketua dalam memimpin dan mengendalikan
LPMK.

Wakil
ketua

Sekretaris LPMK mempunyai tugas membantu
Sekretaris  pimpinan dalam menyelenggarakan
administrasi dan pelayanan.

Bendahara LPMK mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi keuangan dan
menerima, menyimpan serta menyerahkan b
uang/surat-surat berharga dan barang. '

Bendahara
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pembangunan yang dinilai
dengan uang.

a. Menyusun rencana pembanguna
sesuai bidang masing-masing.

b. Menyelenggarakan kegiatan
pembanguna sesuai dengan
rencana yang ditetapkan.

c. Melakukan koordinasi dengan
bidang lain untuk terwujudnya
keserasian dalam pelaksanaan
pembangunan.

d. Mengendalikan kelompok kerja

untuk melaksananakan program-

program kerja.

Mengadakan pengawasan

terhadap kegiatan masing-masing

kelompok kerja.

Mengikuti perkembangan dan

mencatat segala kegiatan dalam

bidangnya.

g. Mengadakan evaluasi terhadap
kegiatan yang telah dilakukan

h. Menyusun laporan secara
berkala.

i. Memberikan saran dan pendapat
kepada ketua sesuai dengan
bidang tugasnya.

j.  Menyelenggarakan tugas-tugas
tertentu yang diberikan oleh
ketua.

Sumber: https://peraturan.bpk.go.id/Details/124424/perda-kota-palembang-no-4-tahun-2019 BPK RI di akses 23

april 2025

Ketua bidang adalah unsur pelaksanaan yang
mempunyai tugas mambantu ketua dan wakil
ketua dalam memimpin dan mengendalikan
kelompok kerja bidang masing-masing sesuai
tugasnya.

Ketua
bidang

=

Berdasarkan hasil table diatas merupakan tugas dan fungsi masing masing pengurus lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 pada jobdeck di atas sebagaimana
telah di atur pada peraturan daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2019 tentang pembentukan lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan.

lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) sudah berjalan cukup maksimal karena
dengan adanya tugas dan fungsi masing masing pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dapat berjalan
dengan baik.

Sikap/Disposisi Para Pelaksana

Sikap/Disposisi para pelaksana implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat
kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang merupakan tingkat
kepatuhan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) untuk melaksanakan
perintah ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam melakukan tugas dan
fungsinya.

Disposisi atau sikap para pelaksana adalah aspek penting yang diidentifikasi oleh Van Mater dan
Van Horn, yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan publik. Variabel ini merujuk pada
keinginan atau kesepakatan di antara para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Agar penerapan
kebijakan berjalan dengan efektif, pelaksana tidak hanya perlu memahami apa yang harus dilakukan,
tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, serta memiliki motivasi
dan keinginan yang kuat untuk mengimplementasikannya.

Sikap/disposisi para pelaksana implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat
kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang merupakan tingkat
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kepatuhan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) untuk melaksanakan
perintah ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam melakukan tugas dan
fungsinya.

Diketahui bahwa sikap para pelaksana dalam lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 antara ketua dan jajaranya mereka selalu menanggapi dengan positif
supaya bisa cukup maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Komunikasi Antar Pelaksana

Komunikasi antar pelaksana dilakukan secara terstruktur dari Pak Lurah lalu Kasi.
Pemberdayaan masyarakat kemudian sampai ke Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) begitu juga sebaliknya dan komunikasi dari kelurahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat
kelurahan (LPMK) salah satunya menggunakan aplikasi whatsapp agar mempermudah dan
mempercepat pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada pada laporan LPMK yang dimana untuk
pengumpulannya memiliki waktu per satu tahun sekali yang akan diserahkan ke kantor kelurahan lalu
kemudian ke kantor kecamatan. komunikasi antar pelaksana dilakukan dengan baik dan maksimal.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Berdasarkan analisis maka hasil penelitian atas dimensi lingkungan ekonomi, sosial, politik
adalah sebagai berikut: lingkungan ekonomi, sosail, politik sudah berjalan dengan baik karena
masyarakat kelurahan dan kecamatan serta lembaga dan organisasi lainya mendukung akan kegiatan-
kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).

Kondisi ekonomi masyarakat implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat
kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang ialah masyarakat
kelurahan 20 ilir D.1 kebanyakan masyarakat yang dari kalangan menengah ke bawah. Namun dalam
mendukung kegiatan-kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20
ilir D.1 masyarakat pasti akan ikut andil dan membantu lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) dalam melakukan kegiatan kegiatannya tingkat kesadaran masyarakat harus didukung dari
pemerintahan kelurahan dan kecamatan terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK)

Dukungan dari kelurahan dan kecamatan melalui pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) tentu sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam ikut serta pelaksaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sehubung dengan
pendapat buk kartini kasi. faktor lingkungan ekonomi, sosail, politik sudah berjalan dengan baik karena
masyarakat kelurahan dan kecamatan serta lembaga dan organisasi lainya

mendukung akan kegiatan-kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).
Adapun faktor yang cukup penting dalam mengimpelemtasi kebijakan lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) itu adalah faktor lingkungan sosial. Karena untuk melakukan kegiatan-
kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dibutuhkan tingkat kesadaran yang
tinggi untuk memajukan suatu lembaga. Maka dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kondisi
ekonomi, sosial, politik, hanya berpengaruh terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) dan kelurahan. Sedangkan faktor yang menonjol dan berpengaruh bagi masyarakat adalah
lingkungan sosial

Adapun faktor yang cukup penting dalam mengimplementasi kebijakan lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) itu adalah faktor lingkungan sosial. Karena untuk melakukan kegiatan-
kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dibutuhkan tingkat kesadaran yang
tinggi untuk memajukan suatu lembaga. Maka dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kondisi
ekonomi, sosial, politik, hanya berpengaruh terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) dan kelurahan. Sedangkan faktor yang menonjol dan berpengaruh bagi masyarakat adalah
lingkungan sosial.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK) Di Kelurahan 20 Ilir D.1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor yang menjadi pendukung implementasi
kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan
ilir timur I kota palembang ialah:
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1. Keberadaan kelurahan, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), dan pengurus
lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) yang aktif dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan.

2. Suasana lembaga dan kelurahan yang dimana semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan
melakukan tugas dan fungsi secara optimal.

3. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam ikut serta pada kegiatan lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK).

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK) Di Kelurahan 20 Ilir D.1 Kecamatan llir Timur I Kota Palembang

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di
kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang adalah keterbatasan anggaran. Dengan
keterbatasan anggaran menjadi penghambat dalam melakukan tugas dan fungsi lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 diharapkan pemerintah bisa meningkatkan
anggaran pada lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) agar pelaksanaan tugas dan
fungsi bisa berjalan dengan maksimal serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya di tiap kelurahan
dan kelembagaannya.

SIMPULAN

Art Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terkait implementasi
kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan
ilir timur I kota palembang dapat disimpulkan yaitu:

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 sudah
terimplementasikan. Namun belum cukup optimal dalam teori Van mater and Van horn baru lima
variabel yang terpenuhi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana,
sikap/disposisi para pelaksana, komunikasi antar pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, politik. Dan
satu variabel yang belum terlaksana secara optimal yaitu di variabel sumber daya.

Implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20
ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang antara lain yaitu variabel: 1) Ukuran dan Tujuan, Pada
variabel ukuran dan tujuan dalam implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 sudah cukup baik, Namun. Ada beberapa tugas dan fungsi yang masih
belum secara maksimal terealisasikan karena keterbatasan anggaran. 2) Sumber Daya, Variabel sumber
daya memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 Saat ini yang berupa sumber daya manusia yang
memadai sesuai dengan kebutuhan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK). Namun,
anggaran masih belum mencukupi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara merata dan untuk
melakukan tugas dan fungsi yang sesuai pada PERDA nomor 4 tahun 2019 pasal 5 dan pasal 6 dengan
demikian dalam faktor sumber daya belum maksimal dalam mendukung implementasi kebijakan
lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK). 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, Variabel
karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat
kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang sudah berjalan cukup
maksimal karena dengan adanya tugas dan fungsi masing masing pengurus lembaga pemberdayaan
masyarakat kelurahan (LPMK) pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan
(LPMK) dapat berjalan dengan baik. 4) Sikap/Disposisi Para Pelaksana, Sikap/disposisi para pelaksana
dalam implementasi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20
ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota palembang diketahui bahwa sikap para pelaksana dalam lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 antara ketua dan jajaranya mereka
selalu menanggapi dengan positif supaya bisa cukup maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi. 5)
Komunikasi Antar Pelaksana, Komunikasi antar pelaksana implementasi kebijakan lembaga
pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir D.1 kecamatan ilir timur I kota
palembang sudah cukup baik di lihat dari data bahwa tidak adanya mis komunikasi antara pihak internal
maupun pihak eksternal di lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir
D.1. 6) Lingkungan Ekonomi, sosial, politik, Variabel lingkungan ekonomi, sosial, politik implementasi
kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) di kelurahan 20 ilir. D.1 kecamatan
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ilir timur I kota palembang sudah berjalan cukup baik dan tentunya mendapatkan dukungan dari pihak
lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK)
yang bisa menjadi hal hal positif pada kelurahan 20 ilir D.1
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